BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A.Kesimpulan
Berdasarkan analisis data hasil penelitian, maka secara umum
dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan pembayaran dan
penggunaan Kartu Kredit Pemerintah di lingkungan KPPN Jakarta I
sudah berjalan cukup baik, namun masih belum optimal. Seluruh proses
bisnis yang dijalankan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku,
namun tingkat penggunaan KKP dan kepatuhan satker masih belum
maksimal.
Adapun kesimpulan tiap aspek secara rinci adalah sebagai berikut:
1. Aspek Perencanaan.
Proses pada aspek ini sudah terlaksana dengan cukup baik. KPPN
Jakarta Il sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan
yang berlaku. KPPN Jakarta Il telah memproses seluruh dokumen
yang terkait dengan perencanaan KKP, seperti penerbitan Surat
Persetujuan Besaran UP KKP satker, dan menyampaikan persetujuan
atau penolakan TUP Kartu Kredit Pemerintah kepada KPA. Namun,
yang menjadi catatan adalah kecepatan proses persuratan tersebut
yang masih terkendala. Selain itu, dari 199 satker yang wajib
menggunakan KKP, masih ada 30 satker yang belum mengajukan

permohonan penerbitan Surat Persetujuan Besaran UP KKP.
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2. Aspek Pelaksanaan.
Dalam aspek ini, prosesnya sudah berjalan dengan baik. Proses inti
pada aspek pelaksanaan adalah memproses SPM terkait KKP yang
masuk ke KPPN Jakarta Il untuk diterbitkan SP2D. KPPN Jakarta Il
telah menjalankan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun
demikian, ada sedikit catatan bahwa sepanjang tahun 2021 hanya 125
satker yang sudah mengajukan SPM KKP ke KPPN Jakarta Il dari
total 174 satker yang sudah mendapat persetujuan UP KKP. Hal ini
berarti masih ada 49 satker yang masih belum menggunakan KKP
yang dimilikinya. Hal tersebut karena adanya kendala yang dihadapi
oleh satker antara lain:
e Adanya anggaran kegiatan yang dipotong karena adanya pandemi
COVID-109.
¢ Rendahnya pemahaman satker terhadap proses penggunaan KKP,
adanya kendala dalam penerbitan KKP baru.
e Terbatasnya penggunaan KKP pada anggaran yang berasal dari
Rupiah Murni (RM).
e Vendor yang belum memiliki mesin EDC dan lebih memilih

mekanisme pembayaran lain.

3. Aspek Pengawasan.
Pada aspek pengawasan, prosesnya berjalan kurang maksimal. Di

sini terdapat beberapa kendala, seperti mekanisme pembuatan



95

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran
dengan KKP yang masih dibuat secara manual sehingga menyulitkan
KPPN dalam melakukan rekapitulasi. Selain itu, belum ada aplikasi
monitoring terhadap transaksi KKP yang mumpuni sehingga KPPN
hanya mengandalkan laporan yang diberikan oleh satker saja. Dari
sisi lain, partisipasi satker dalam menyampaikan Laporan Hasil
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan KKP juga
belum maksimal. Hal ini dilihat dari total 204 satker yang wajib
menyampaikan laporan, hanya 186 yang menyampaikan laporan pada
triwulan | tahun 2021, dan menurun menjadi hanya 121 satker saja
pada triwulan Il tahun 2021. Sedangkan dilihat jumlah idle cash dari
penggunaan UP, kebijakan penggunaan KKP berhasil menurunkan

idle cash dibanding sebelum kebijakan ini diimplementasikan.

B. Saran
Demi optimalnya implementasi kebijakan pembayaran dan
penggunaan Kartu Kredit Pemerintah di lingkungan KPPN Jakarta Il di
masa depan, maka disarankan sebagai berikut:
1. Aspek Perencanaan.
Untuk proses penatausahaan persuratan yang terkait dengan
perencanaan KKP, perlu disusun suatu Standard of Procedures (SOP)
yang harus dilaksanakan seluruh pegawai KPPN Jakarta Il. Hal yang

perlu diperhatikan dalam SOP tersebut antara lain adalah alur proses



96

surat terkait KKP dan batas waktu pengerjaan proses tersebut. KPPN
juga sebaiknya mengirimkan balasan e-mail sesegera mungkin untuk
mengkonfirmasi bahwa surat satker tersebut telah diterima oleh
petugas. Selain itu, KPPN Jakarta Il juga perlu melakukan pendekatan
kepada satker untuk meningkatkan penggunaan KKP, terutama
kepada satker yang wajib menggunakan KKP namun belum
menggunakan KKP sampai saat ini. Hal ini dapat dilakukan dengan
melakukan komunikasi dengan pimpinan satker tersebut sehingga
yang bersangkutan dapat memahami manfaat dan pentingnya
penggunaan KKP sehingga mendorong satkernya untuk
menggunakan KKP. Selain itu, KPPN juga dapat memberikan teguran
(“hukuman”) kepada satker tersebut, misalnya berupa pengurangan
UP Tunai sebesar 25% kepada satker yang belum menyampaikan

permohonan persetujuan besaran UP KKP.

Aspek Pelaksanaan

Pada aspek pelaksanaan, yang perlu dilakukan adalah mendorong
penggunaan KKP pada satker. KPPN dapat mengirimkan kuisioner
kepada satker untuk mencari tahu penyebab rendahnya penggunaan
KKP tersebut. Kemudian, jika permasalahannya sudah teridentifikasi,
KPPN dapat melakukan pendampingan untuk mengatasi
permasalahan yang dihadapi oleh satker. KPPN perlu membuat

kegiatan sosialisasi terkait KKP yang menginformasikan alur proses



97

penggunaan KKP dari perencanaan hingga pertanggungjawaban,
manfaat penggunaan KKP, serta kebijakan-kebijakan lain yang
mendukung kebijakan KKP tersebut. Sosialisasi tersebut dapat berupa
sebuah sharing session, dimana satker yang sudah memaksimalkan
penggunaan KKP-nya dapat berbagi cerita serta tips dalam
penggunaan KKP kepada satker yang kesulitan dalam menggunakan
KKP. Apabila kendala yang dihadapi satker bukan merupakan
wewenang KPPN, maka KPPN dapat menyampaikan kendala tersebut
kepada Direktorat Pelaksanaan Anggaran (PA) selaku pembuat
kebijakan untuk kemudian dikaji sebagai bahan evaluasi kebijakan

KKP.

Aspek Pengawasan.

Aspek pengawasan berpusat pada Laporan Hasil Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan KKP, dimana masih
banyak satker yang belum menyampaikan laporan tersebut. Untuk
mengatasi hal ini, KPPN perlu membuat daftar satker yang belum
menyampaikan laporan dan memberikan teguran atau surat
peringatan kepada satker tersebut. KPPN juga dapat menghubungi
petugas pada satker tersebut secara personal untuk mengetahui
hambatan apa yang dihadapi sehingga belum menyampaikan laporan
tersebut. Kemudian, terkait belum adanya aplikasi yang dapat

melakukan monitoring secara digital, KPPN perlu berkoordinasi
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dengan Direktorat PA selaku pembuat kebijakan dan Direktorat Sistem
Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP) selaku pembuat
aplikasi pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Selain itu, KPPN
perlu mengadakan rapat atau FGD dengan direktorat terkait untuk
membahas perlunya digitalisasi pengawasan terhadap penggunaan
KKP pada satker. Jika rapat tersebut tidak dapat dilakukan, KPPN
dapat mengirimkan surat yang berisi rekomendasi kebijakan dan

aplikasi untuk memperkuat monitoring KKP.

Melihat kesimpulan pada penelitian ini dapat dilihat bahwa yang
perlu mendapat perhatian lebih adalah aspek perencanaan dan
pengawasan. Penulis berharap kedua aspek tersebut dapat menjadi

prioritas dalam penelitian terkait implementasi KKP berikutnya.
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